
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG 

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI 
PEMAKAIAN RUMAH, PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA ARIEF RACHMAN HAKIM DAN 

PEMAKAIAN GEDUNG WANITA CANDRA KENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Rumah,
Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian
Gedung Wanita Candra Kencana;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus
Corona Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A
Tahun 2020 yang pada intinya menetapkan status keadaan tertentu darurat
bencana wabah virus Corona di Indonesia;

c. bahwa berdasarkan Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah
Dalam Penanganan Penyeberan Virus Corona (COVID-19) yang pada
intinya agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial masyarakat yang
menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat
umum maupun di lingkungan sendiri, maka Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan
Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung
Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra
Kencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran
Retribusi Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief
Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana.

Mengingat : 

SALINAN
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WALIKOTA SURABAYA 
PROVINSI JAWA TIMUR



1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6938);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;

6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bencana
Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 10);

11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016 Nomor 61);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian
Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan
Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
WALIKOTA SURABAYA NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA P
EMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI 
PEMAKAIAN RUMAH, PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA ARIEF
RACHMAN HAKIM DAN PEMAKAIAN GEDUNG WANITA CANDRA KENCANA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 7 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Rumah, 
Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung 
Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 63) 
diubah, sebagai berikut :

Pasal 7

1. Pembayaran retribusi atas Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman
Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana diatur sebagai
berikut :

a. pada saat pendaftaran, Wajib Retribusi membayar biaya
administrasi/uang muka kepada petugas pembantu bendahara
penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim atau
Gedung Wanita Candra Kencana sebesar 5% (lima persen) dari tarif
retribusi atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) serta melengkapi persyaratan administrasi dengan cara
menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh Dinas;

b. petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna
Arief Rachman Hakim atau Gedung Wanita Candra Kencana
memberikan tanda bukti pembayaran biaya administrasi/uang muka
kepada Wajib Retribusi.
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c. pelunasan retribusi wajib dibayarkan oleh Wajib Retribusi kepada
petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna
Arief Rachman Hakim atau Gedung Wanita Candra Kencana, paling
lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.

d. petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna
Arief Rachman Hakim atau Gedung Wanita Candra Kencana
memberikan SSRD kepada Wajib Retribusi sebagai bukti pelunasan
retribusi;

e. petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna
Arief Rachman Hakim atau Gedung Wanita Candra Kencana
menyetorkan biaya administrasi/uang muka dan/atau pelunasan
retribusi yang diterima ke RKUD.

2. Dalam hal terjadi pembatalan pemakaian Gedung Serba Guna Arief
Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana, maka
dikenakan biaya administrasi sebesar :

a. 100% (seratus persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan
diberitahukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pemakaian;

b. 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan
diberitahukan lebih dari 3 (tiga) hari sampai 2 (dua) minggu sebelum
waktu pemakaian; dan

c. 5% (lima persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan
lebih dari 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.

3. Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
mengakibatkan selisih lebih antara pembayaran retribusi dikurangi dengan
biaya administrasi, maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada
pemohon dengan mekanisme berpedoman pada ketentuan pengajuan
kelebihan pembayaran retribusi.

4. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Pemakaian Gedung Serba
Guna Arief Rahman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana
karena kebijakan Pemerintah dalam penanganan Corona Virus Deases 2019
(COVID-19), maka :

a. apabila Wajib Retribusi telah melakukan pembayaran biaya
administrasi/uang muka dan bermaksud untuk membatalkan, maka
biaya administrasi/uang muka dikembalikan 100% (seratus persen);

b. apabila Wajib Retribusi telah membayar 100% (seratus  persen) dari
tarif retribusi namun bermaksud untuk membatalkan, maka uang
Retribusi  yang sudah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus  persen);

c. apabila Wajib Retribusi telah melakukan pembayaran biaya
administrasi/uang muka dan bermaksud untuk menunda jadwal
Pemakaian, maka biaya administrasi/uang muka yang sudah
dibayarkan tetap diperhitungkan sebagai bagian pembayaran retribusi
untuk pemakaian sesuai jadwal penundaan;

d. apabila Wajib Retribusi telah membayar 100% (seratus  persen) dari
tarif retribusi namun bermaksud menunda jadwal Pemakaian, maka
Uang Retribusi yang sudah dibayarkan tetap diperhitungkan sebagai
bagian pembayaran retribusi untuk Pemakaian sesuai jawal penundaan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.
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Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 26 Maret 2020

WALIKOTA

TRI RISMAHARINI.

ttd



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 13

Jl. Taman Surya Nomor 1, Surabaya 60272, Telepon (031) 5345689, 5312144, Fax. 5312144

http://www.surabaya.go.id, Email : walikota@surabaya.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 
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